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ANALISA PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)DI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEKANBARU

ABSTRAK
Agung Prasetia

Kata Kunci : Pelaksanaan, Remberian Hak dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian'Kerja

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui hambatan dari
Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru untuk mempermudah
penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka
tipe penelitian.yang akan digunakan adalah penelitian analisa deskriptif. Lokasi
penelitian ini tepatnya di Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru
adapun hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah
Kota Pekanbaru dikategorikan ‘cukup, |baik;, 'sesuai dengan..pengukuran ada di
interval antara 33% - 66% dan hambatannya adalah bahwa Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawail Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru dilihat disini beberapa hambatan tersebut
yaitu ;Kurangnya anggaran dari pemerintah terhadap PPPK Kurangnya sarana
pendukung bagi pengembangan PPPK seperti lokasi.pengembangan dan kegiatan
pelaksanaannya
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BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
Administrasic adalah "usaha dan _kegiatan yang. berkenaan dengan
penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.Pengertian administrasi
juga dibedakan menjadi dua_yaitu pengertiansadministrasi dalam arti sempit dan
pengertian administrasi” dalam arti luas.Administrasi dalam arti sempit adalah
kegiatan yang meliputi dari catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan,
ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan.
Sedangkan pengertian administrasi bersifat luas adalah seluruh proses kerja sama
dari dua orangatau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan
prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil
Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari-pola aktivitas kerja
sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang
untuk mencapai suatu tujuan.
Tujuan organisasi itu adalah sebagai berikut :Manulang (2010 : 94)

a. Sebagai pedoman dengan memiliki “tujuan maka segala kegiatan dalam
organisasi memilik kejelasan arah, memiliki kejelasan standar. Dengan adanya
tujuan organisasi tidak perlu melakukan tindakan yang tidak perlu karena
semua mengacu tujuan yang ada.

b. Sebagai sumber keabsahan tindakan manajemen, segala tindakan manajemen
memiliki dasar, yaitu undang-undang dan peraturan perusahaan dibuat dengan
mengacu pada tujuan akhir organisasi yang ingin dicapai. Jadi dapat dikatakan
bahwa tujuan menjadi sumber keabsahan tindakan manajemen selama tindakan
manajemen sesuai dengan undang-undang dan peraturan perusahaan.

c. Konsep administrasi yang diartikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis
dalam struktur administrasi di konsepkan sebagai rangkaian pekerjaan

ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat
(korespondensi) pengolahan keterangan tertulis lainnya.
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Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar
kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna

menutupi kekurangan yang didentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.sedangkan

seleksi merupakan pre milihan dari sekelompo atau orang-orang yang

a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKD.

Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan,

pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin,

serta pemberhentian pegawai.

Penyusunan formasi pegawai.

Penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai.

Penyelenggaraan Penempatan dan mutasi pegawai.

Penyusunan kebijakan pengembangan pegawai termasuk dalam rangka

pendidikan dan pelatihan pegawai.

g. Penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi
pegawai.

o

ShD OO



h. Penyelengaraan konseling kepegawaian.

i. Pembinaan kinerja, disiplin, dan mental spiritual pegawai.

j. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai.

k. Penyusunan petunjuk teknis administrasi kepegawaian.

I.  Penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan daerah di bidang
kepegawaian.

m. Penyelenggaraan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai.

BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan & pelaksanaan
kebijakan = daerah di bidang, =kepegawaian , serta dapat ditugaskan untuk
melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah
kepada Walikota selaku \Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi

Dari hal tersebut maka kenapa dilakukan di BKD karena Badan ini merupakan
yang mengelola kepegawaian baik PNS maupun PPPK yang ada di Kota Pekanbaru
sehingga Badan ini lebih mengetahui prosesnya.

Pengangkatan PPPK dilakukan berdasarkan pada SK WalikotaKota Pekanbaru,
yang mana insentif yang di berikan sebesar Rp. 1.800.000/ bulan, selain itu diketahui
bahwa pengangkatan pegawai honor berdasarkan kenetuan SK Walikota yang ada.

PPPK atau kepanjangan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah
Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah, Kkriteria jabatan yang dapat diisi
oleh PPPK adalah merupakan jabatan yang tidak berkaitan dengan perumusan dan
penetapan kebijakan, tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam pertahanan
dan keamanan negara, rahasia negara dan keuangan negara.

Selain itu jabatan yang dapat diisi PPPK merupakan jabatan yang bersifat teknis
operasional, pelayanan dan pendidik profesional. Sebagai tambahan, PPPK tidak

berwenang mengambil keputusan dalam pengelolaan asset, personil dan keuangan
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Diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara dikatakan Pegawai ASN terdiri atas

berdasrkan UU No 5 Tahun 2014:

a. PNS; dan

egara Republik
Indonesia, dan

b.
c pemerintah yang
d.
e ngabdian, kejujuran,

undang-undangan;

sesuai dengan ketentua

Peraturan  WalikotaKota  Pekanbarunomor: 24 tahun 2010 tentang
PerencanaanPegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam pasal 4
dikatakan PerencanaanPegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri dari :

a. Perencanaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diajukan
oleh setiap bagian dari Dinas atau Badan dan Kantor yang membutuhkan;

b. Perencanaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di buat
dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;

c. Perencanaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lakukan
secara terbuka dan transparansi;
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Perencanaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bertujuan untuk
memperlancar kinerja instansi terkait, berikut dapat dilihat jumlah pengangkatan pegawai

BKD selama lima tahun terakhir yaitu :

), Perjanjian Kerja (PPPK)

&3
<z
AR

AL | e

terhadap PPPK

013 sebanyak 21

RN

orang tahun elanjutnya untuk

tahun 2016 seba ntuk tahun 2017

sebanyak 82 ¢ _ ‘ jumle a ahu terakhir, hal ini

Jumlah (PPPK) yang

No ikut pelatihan/ orang
1 2
2 1
3 1

Sumber: BKD Kota Pekanbaru 2018 .

Dengan melihat data tabel diatas maka diketahu PPPK yang mengikuti

pengembangan kompetensi sedikit terutama tahun 2015- 2017 hanya sebanyak 4 orang
hal ini disebabkan lebih banyak PNS yang mengikuti kegiatan tersbeut daripada PPPK.

Tabel 1.3. Daftar Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No Tahun Gaji PPPK (Rp)
1 2016 1.550.000,-
2 2017 1.800.000,-

Sumber: BKD Kota Pekanbaru 2018
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Bahwa gaji untuk PPPK yang diketahui sebesar 1.800.000 cukup kurang karena
dengan gaji sebesar itu PPPK tidak bisa mencukupi kebutuhannya baik untuk kegiatannya

apalagi untuk kebutuhan yang lainnya

B Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas,maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian

Daerah Kota Pekanbaru™.
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C Tujuan dan kegunaan penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Pemberian Hak

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan

perian  Hak

Di Badan

untuk dapat
1. Guna teoritis, ya ¢ ‘ perkembangan ilmu

emahami berbagai
Pemberian Hak

Badan

Guna praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi
Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

tulis menulis,
afli (2010;17)

mlah manusia

organisasi. Satu hal ya enting  untuk analisiskan yaitu bagaimana
menjalankan suatu strategi dan pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat.

Menurut The Liang Gie (2010:25) administrasi adalah segenap tujuan
rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh

skelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan. Setelah mengetahui beberapa

definisi administrasi maka ciri-ciri administrasi tersebut dapat digolongkan ;
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a. Adanya kelompok manusia terdiri dari dua orang atau lebih
b. Adanya kerjasama

c. Adanya kegiatan

d.
e.

erat, dan
anggapan ahwa ‘ g2 C sulit  ntuk

setiap-setiap
pimpinan | atasan, dengan

demikian epe 1an ye " : ara inal mungkin akan

Organisasi dipandang sebagai rangkaian hirarkis kedudukan dan jabatan yang

menggambarkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab.

c. Organisasi dipandang sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditetukan
sebelumnya.

Menurut Manulang (2010; 23) setiap organisasi menggunakan pencapaian

tujuan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan memiliki
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suatu administrasi yang mengacu kepada jasa sebagai produk lembaga sebagai

proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan

oleh suatu atau sekelompok organisasi tertentu.

. Konsep administrasi yang diartikan dengan berbagai bentuk keterangan
tertulis dalam struktur administrasi di konsepkan sebagai rangkaian
pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat
menyurat (korespondensi) pengolahan keterangan tertulis lainnya.

Dengan demikian manajemen merupakan seni dan ilmu untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan orang lain. Sebagaimana
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dikemukakan oleh Manulang (2010; 94) bahwa manajemen adalah seni dan ilmu
perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan

daripada sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan

pkan calon
asl, sedangkan

ketrampilan

ahulu dilaksankan

inistrastif antara

d. Menyusun materi pelatihan
Leonard Nadler (dalam Siagian,2016;72) menyatakan kegiatan

pengembangan dirinci dalam empat bagian yaitu ;

a. Pelatihan pegawai

b. Pendidikan pegawai

c. Pengembangan pegawai
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d. Pengembangan non pegawai
3. Manajemen

Manajemen merupakan seni dan ilmu untuk mencapai tujuan yang telah

dikemukakan oleh
0 erencanaan,

ada sumber

jual yang sudah

EA L

gai bagian dari
manya Eropa.
e 1970-an, dan

akhir abad 20)

ABVALY

4. Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi berarti mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan
yang memiliki tujuan spesifik tertentu. OD bertujuan memberikan kesempatan
bagi orang untuk bekerja sebagai manusia bukan sumber daya organisasi. Nilai-

nilai yang mendasari OD memberikan para pekerja dan anggota lain dari
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organisasi rasa kesejahteraan yang termotivasi untuk berusaha keras untuk
kesejahteraan perusahaan.

Tujuan OD adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan
dengan meningkatkan produktivitas perusahaan.Hasil proeduktivitas meningkat
dalam produksi biaya rendah dan perusahaan mampu untuk menikmati produksi
ekonomi skala besar.Ini membawe/menurunkan biaya per unit produk. Oleh
karena itu, bisnis adalah dalam posisi untuk memasarkan produknya dengan harga
yang kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya di pasar

Proses pengembangan organisasi mengidentifikasi area operasi perusahaan
di mana perubahan dibutuhkan. Setiap kebutuhan dianalisis, dan efek potensial
diproyeksikan.menjadi rencana manajemen perubahan. Rencananya menguraikan
cara-cara tertentu di mana perubahan akan meningkatkan operasi perusahaan,
yang akan terpengaruh oleh-perubahan dan bagaimana hal itu dapat diluncurkan
secara efisien kepada karyawan. Tanpa pengembangan organisasi sebagai bagian
dari manajemen perubahan, perusahaan akan memiliki waktu yang sulit
mengembangkan program manajemen perubahan yang efektif.

Pengembangan organisasi._adalah “alat penting dalam mengelola dan
merencanakan pertumbuhan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan yang terlibat
dalam pengembangan organisasi, itu menganalisis proses kerja untuk efisiensi dan
akurasi. Inovasi produk memerlukan analisis beberapa jenis informasi untuk
menjadi sukses.Pengembangan organisasi sangat penting untuk inovasi produk
karena dapat membantu menganalisis setiap elemen pengembangan produk dan

membuat metode untuk menggunakannya secara efektif.
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Tujuan utama dari pengembangan organisasi adalah:

Manajemen perubahan yang terencana

. Meningkatkan motivasi staf dan partisipasi

merupakan makhluk yang memliki rasa tanggung jawab, melakukan berbagai
hal dalam kehidupannya.

Saling mempercayai dan saling mendukung, adalah bahwa dapat dikatakan
organisasi yang efektif adalah yang sa;ing mempercayai mendukung dan

terbuka.
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3. Pemerataan kekuasaan yaitu pengawasan, kekuasaan harus menimbuka iklim
yang demokratis bagi anggotanya

4. Kesiapan menghadapi masalah secara terbuka yaitu kesiapan anggota

tentang Apars

baru, kare

CPNS. Harus melalui pengusulan dan penetapan formasi, kinerjanya juga terukur.
PPPK juga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan mirip
sama dengan PNS. Karena itu, setiap instansi yang mengangkat harus
mengusulkan kebutuhan dan formasinya, kualifikasinya seperti apa, serta harus

melalui tes.
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PPPK, seperti diatur dalam UU ASN adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi

eh gaji dan

pemerintah dage asing-masing. Ya ~ nya K2 harus
punya database gawai Pemerintal : erf erja (PPPK)Di
Kota Pekan al: 3-Undang Nc " 5 Tahy ntang Aparatur
Sipil Negar

a. Gaji da
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B. Kerangka PikiranPelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota
Pekanbaru.

Administrasi

Berdasarkan latar belakang da nomena di atas maka dapat itemukan
hipotesisnya yaitu: Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaruakan baik yang ditentukan
oleh ketepatan pelaksanaan/operasionalisasi indikator sebagai berikut :

a. Gaji dan tunjangan;

b. Cuti;

c. Perlindungan; dan

d. Pengembangan kompetensi
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D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar

e. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka
waktu tertentu. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin
kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada PNS setelah bekerja
selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti

f. Perlindungan adalah Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan

jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan
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kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau

perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan

kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga

sesuai dengan

meningkatkan

egawai Pemerintah
ian Daerah Kota

Penilaian
5
Hak adalah Baik
setiap Cukup
keharusan baik
yang Kurang
diperoleh baik
oleh Pegawai Baik
Pemerintah Cukup
Dengan Diberikan  pada | baik
Perjanjian pegawai yang | Kurang
Kerja membutuhkan baik
(PPPK) 3. Perlindungan Asuransi Baik
dalam b) Tunjamgam Cukup
menjalankan baik
tugasnya Kurang
baik
4.Pengembangan |a) Pelatihan Baik
Kompetensi b) Pendidikan Cukup
baik
Kurang
baik

Sumber :Modifikasi Penelitian 2020
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E. Teknik Pengukuran
Untuk mengumpulkan data tentangPelaksanaan Pemberian Hak Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah

.
”
)
o
”
A
’
¢

-
<

oleh responden tentang Pelaksanaan Pemberian Hak
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru diterima
dengan skor 0%-33%

Selanjutnya untuk pengukuran masing — masing indikator adalah sebagai

berikut :
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Indikator Gaji

Baik

Kurang baik
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. Apabila rata — rata persentase dari jawaban yang

diberikan oleh responden gaji dapat diterima dengan

: Apabila rata — rata persentase dari jawaban yang
diberikan oleh responden tentang cuti dapat diterima

dengan skor 0%-33%
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Indikator Perlindungan

Baik

Kurang baik

. Apabila rata — rata persentase dari jawaban yang

diberikan oleh responden tentang perlindungan

: Apabila rata — rata persentase dari jawaban yang
diberikan oleh responden tentang pengembangan

kompetensi dengan skor 0%-33%
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METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

ﬂh‘m m“,‘\‘la\ @ "@ data yang

AS | '
; g‘ﬁﬁ' su%ﬁ"ﬁ; a penelitian yang

dengan demik ia . enelitian  yang
mengambil
pengumpul data : “ nuntun peneliti
dalam mem

disebarkan kep

Kota Pekanbaru.yang disebabaka angnya kegiatan pengembangan dan
pelatihan terhadapanggota organisasi khususnya PPPK

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sebagai

23
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populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan yang
bekerja di BKD Pekanbaru .
Sampel

Sampel yaitu_sebagian dari populasi yang menjadi sumber data
sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil
dari populasi yang diteliti.Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur
pemerintahan, yang-seperti tercantum ‘didalam BKD Pekanbaru terdiri
dari untuk lebih jelas lihat tabel dibawah ini

I1l. 1 Jumlah Populasi dan Sampel pegawai tentang Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru

Nama Responden Populasi |'Sampel %

wnN e

Kepala BKD Pekanbaru 1 1 100%
Kepala Seksi Kepegawai 1 1 100%
Kepala Seksi Umum 1 1 100%

Jumlah 3 3 100%

Sumber :BKD Pekanbaru, 2018

Tabel 11l. 2 Jumlah™ Populasi dan Sampel PPPK tentang Pelaksanaan

Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru

No Nama Responden Populasi | Sampel %
1. | PPPK 358 35 10%
Jumlah 358 35 10%

Sumber :BKD Pekanbaru, 2018

D. Tekhnik Penarikan Sampel

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel

untuk adalah teknik sensus yaitu seluruh informan yang ada dijadikan sampel

penelitian dengan alasan jumlah sampel yang relatif sedikit dan berada dalam satu
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tempat sedangkan untuk PPPK digunakan teknik random sampling yang
disebabkan jumlahnya banyak.

E. Jenis dan Sumber Data

dari sumber
Pemberian
Di Badan
Kepegawal
2. Data
Data sk
bahan bacaa

a. Sejarah
b. Fungsi dan

c. Struktur

berikut: D
|\

1. Wawancara, Yaitu melaku g/percakapan (tanya jawab) untuk
memperoleh data secara langsung dari responden.

2. Observasi, yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan, maka dibutuhkan
pengamatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data
Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data

tersebut  dikelompokkan ~ menurut  masing-masing  variabel  beserta

indikatornya.Kemudian data dianalisa secara Kkualitatif untuk menganalisis
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keadaan Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

gﬁ_ﬁ\;{nﬁs fsnl.t.sm
ia

Pelaksana itian ini dimulai
berakhir t
dipapar
Tabel 11
a
No
1 Persiapa
Peny !
2 Sem =iF
3 Revi = =
4 Revi i \
5 Reko |
6 Surve
7 Analisa Da
8 Penyus A
hasil peneli ol
9 Konsulta!
Skripsi
10 Ujian Konfrehen -
Skripsi
11 Revisi Skripsi
12 Penggandaan Skrips

Desember 2020 dan

ah ini akan

berian Hak
) Di Badan

Des

4111213
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Perkembangan Badan Kepegawaian Daerah Kota

Walikota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah, yang tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten pemerintah.

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pegelolaan kepegawaian
daerah, BKD berfungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKD.
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b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan,

pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan,

disiplin, serta pemberhentian pegawai.

Tugas BKD Kota Pekanbaru

BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan & pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk
melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah

kepada Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
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Sekretaris :

a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian,

umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program

e. engk sikan ¢ A ate : -sub bagian;

kan pedoman

ata persuratan,

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan Dinas perlengkapan

gedung kantor;

J. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan

yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
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I.  Melaporkan pelaksanaan tugas Sekertariat kepada atasan secara lisan
maupun tertulis;

m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi,

a) pembinaan
erlengakpan serta

b)
c) n dan sosialisasi
tunjuk teknis serta
dengan bidang
d) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan

data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Kepegawaian,
umum, dan perlengkapan ;

e) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang
berhubungan dengan Bidang Kepegawaian, pembinaan Aparatur (BINAP)

serta peningkatan kualitas pegawai;
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f) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan Administrasi, inventaris kantor
dan dokumentasi kegiatan kantor;

g) Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi denganinstansi terkait

h) oelayanan . r : pimpinan,

k) SU ' t lapo asyara & : emeriksa fungsional

) eNne inasika ia ihan,ketertiban,

'-. SI

pegawai serta

lingkungan badan;

n) Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan
DP3 PNS;

0) Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan,

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

32

p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

Merencanakan program kerjapengelolaan biaya operasional rumah tangga

Badan;

k) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut;
I) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
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m) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;

n) Membuat konsep dan pedoman petunjuk teknis

Merumuskan dan melaksanakan pengndelaian laporan;

e) Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang
berhubungan dengan penyusunan program
f) Merumuskan Renstra, Renja Program pembangunan tiuap tahunnya di

lingkungna Badan;
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g) Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan Pemeriksa fungsional
dan Pengawasan lainnya;

h) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan hasa dilingkungan

)} he k ‘ atau secara lisan

k) k mengetahui
annya;

1)

m) Melz sana : bl ; '_.-_, : jinaan Sub Bagian
lisan maupun

n) Melaks pimpinan sesuai

di satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru;

b. Menelaah dan menganalisa kebutuhan Pegaweai di satuan kerja perangkat
daerah lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru;

c. Menyusun dan mengolah informasi kebutuhan pegawai di satuan kerja

perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru;
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d. Merencanakan dan melaksanakan proses pengadaan Pegawai/ calon
Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi: Penjadwalan kegiatan, invintarisasi

lowongan jabatan, pengumuman, penyiapan materi ujian, penyiapan sarana

f. JeVa AS 1 nformasi  Pegawai

untuk bahan
ormasi pegawai

dan informasi

sosialisasi dan

’ % aan. dan informasi Pegawai
. :

berdasarkan informe ang diterima untuk bahan
penyempurnaan lebih lanjut;
J.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai
a) Merumuskan rencana kegiatan bidang mutasi dan kepangkatan

Kepegawai;
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b) Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaaan Bidang Mutasi dan
Kepangakatan Pegawai;

¢) Menerima, meneliti dan memproses usul mutasi kepangkatan pegawai

d)

e) secara lisan

f) as Bi 1 awai Kepada

9) spangkatan Pegawai

h) a _{? gkatan Pegawai
‘ mbingan teknis;
o g

i) nosisi atau secara lisan

), pangkatan Pegawai berdasarkan

lanjut;

k) Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawali
kepada tasan secara lisan maupun tertulis;

I) Menfasilitasi dan asistensi tugas Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawali

dengan cara Konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
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m) Mengevaluasi tugas Bidang Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai

berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan

penyempurnan lebih lanjut;

Pegawai Negeri Sipil Daerah;

f) Melaksanakan persiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
diklat;

g) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
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h) Melaporkanpelaksanaan tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan kepada
atasan secara lisan maupun tertulis;

i) Menfasilitasi dan asistensi tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan

)
k)
7. Sub Bida
a) petunjuk teknis
dan pelatihan
b) diklat Prajabatan
C) dataan CPNS yang akan

panitia dan surat Keputusan penetapan peserta Diklat Struktual;

d) Menyiapkan surat-menyurat dan naskah dinas yang berkaitan dengan
pelaksanaan Diklat Prajabatan;

e) Menyiapakan sarana dan prasarana yang berkaiatan dengan pelaksanaan

Diklat Struktual dan Prajabatan;
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f) Melakukan inventarisasi data pegawai yang telah dan yang belum

mengikuti Diklat Struktual dan Prajabatan;

g) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;

b) Menyiapkan kurikulum dan silabus untuk pelaksanaan Diklat Teknis
Fungsional;

¢) Menghimpun data PNS vyang berkaitan dengan pelaksanaan diklat

Fungsional,
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d) Melaksanakan administrasi dan pengolahan dta dalam rangka proses diklat
teknis yang sesuai dengan bidang tugas;

e) Melaksanakan proses administrasi dan pendataan PNS yang akan

9)

h)

i) u secara lisan

i) valuasi tugas Sub Bidang | ! didikan ¢ glatihan Fungsional
untuk bahan

K) , Ja an dan Pelatihan

) ndidikan dan Pelatihan

bimbingan teknis;
m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

10. Bidang Pembinaan dan Pengurusan Pegawali

a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan pegawai berupa kinerja

dan disiplin;
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b. Merumuskan dan merencanakan kesejahteraan pegawai;
c. Merencanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai;

d. Melaksanakan pembinaan yang meliputi pembinaan pegawai,

J.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

10. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

a. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan, disiplin dan kesejahteraan

pegawai;
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. Merumuskan, melaksanakan, mengumpulkan, penghimpun dan megolah

data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan,

peningkatan Kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;

erja, disiplin

pemecahan

. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan telaahan dan konsep

kepentingan dalam rangaka penyelesaian atas pelanggaran peraturan
kepegawaian;
Merumuskan dan melaksanakan serta meyelesaikan administrasi bagi

Pegawai Negeri Sipil yang menyusulkan perkawinan / penceraian;
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J. Menyusun bahan petimbangan dan pengelolaan Pemberiaan Penghargaan/
tanda jasa;

k. Pengelolaan dan pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil;

I i o i i - pegawai tentang

11. Sub Bidang Pengurusan Pensiun
a. Merumuskan dan melaksanakan serta melakukan penyelesaian
administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;
b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan bagi pegawai yang akan

memasuki masa pensiun;
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Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan perolehan surat keputusan

pensiunan PNS derah dan pensuinan;

. Memberikan pelayanan administrasi dan informasi kepegawaian bagi PNS

au secara lisan
-masing;
siun  berdasarkan

empurnaan lebih

cara konsultasi, kunjungan Kkerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

45

C. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru

VISI : Terwujudnya pusat pembinaan aparatur pemerintah Kota

Pekanbaru yang berkualitas dan profesional untuk mendukung
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Respond

Tabel V.1.
No

g B~ W N

SLTA yang berjumlahl15orang atau (60%) dan D.IlII 5 orang atau (20%) serta
yang mempunyai pendidikan S.1 berjumlah 3 orang atau (12%). Dan SLTP

sebanyak 2 orang atau (8%)
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B. Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.

a. Gaji

Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu kebijakan
yang dikeluarkan “pemerintah untuk  melakukan . pengawasan/pengendalian
terhadap setiap tugas yang dilakukan, seperti dalam pengurusan pembuatan
pelayanan akta kelahiran,” 'yang mana kegiatanzini harusa diketahui oleh
masyarakat.
Tabel V.2 Distribusi penilaian terhadap jawaban responden tentang Gaji terhadap

Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.

L Kategori penilaian
Sub Indikator
No : Cukup |Kurang Jumlah
(Item Pertanyaan ) Baik Baik Baik
1 Sesuai aturan 12 20 3 35(100%)
(38%) (43%) | (19%)
2 Diberikan awal bulan 10 23 2 35(100%)
(28%) (44%) | (15%)
Jumlah 22 43 > 70
Rata-rata 11 22 2 35
Persentase 34% 43% 15% | 100%
Skala Pengukuran 34% 67%
Kriteria Cukup Baik

Sumber, Data Lapangan 2021
Berdasarkan tabeldiatas.dapat diketahui bahwa, pemberian hak yang
sesuai aturan yang menyatakan baik ada sebanyak 12 orang atai (38%) yang mana
mereka menyatakan bahwa hak PPPK teah sesuai dengan aturan yaitu adanya gaji
yang sesuai dan adanya cuti dan yang menyatakan cukup baik ada sebanyak 20
orang (43%) dengan sebab masih ada hak PPPK yang kurang didapat seperti cuti
yang hanya di dapat pada beberapa PPPK saja sedangkan yang menyatakan

kurang baik 3(19%), karena BKD telah mempunyai tata cara yang baik dalam
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memberikan pelayanan pada PPPK dan mengenai pemberian gaji di awa buan
yang menyatakan baik ada 10 (28%) disebabkan gaji di berikan diawa buan serta
yang menyatakan cukup baik adalah 23 orang atau (30%) dikarenakan masih
terdapat pekerjaanyang tidak mudah dilaksanakan oleh BKD.

Sedangkan yang menyatakan hal itu kurang baik adalah 2 orang atau
(36%), hal ini dikarenakan masih. terlinat berbelit-belitnya urusan yang dilakukan
oleh BKD, hal ini terlihat dari gaji yang diterima PPPK pada umumnya di awal
bulan sehingga BKD sudah bekerja dengan cukup baik.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa jawaban responden
tentang Gaji terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawail Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru
berdasarkan hasi dari kuesioner dapat dikategorikan cukup baik karena sesuai
dengan teknik pengukuran yang di buat maka terdapat sebesar 34% jawaban
responden yang menyatakan-cukup baik.

Berikut dapat dilihat hasil wawancara dengan informan dari kepala
BKD Pekanbaru mengenai Gaji terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah
Kota Pekanbaru yaitu :

Dari hasil wawancara dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari
2021 diketahui bahwa telah ada Manajemen dan penyelenggaraan
pelayanan terhadap PPPK yang baik di lakukan oeh pemerintah BKD
Pekanbaru dan Diketahui bahwa pemberian gaji pada PPPK telah
sesuai aturan yang ada dan di berikan sesuai waktunya

Dengan wawancara tersebut diketahui bahwa telah ada pemberian hak
pada PPPK berupa gaji yang sesuai aturan selain itu hasil wawancara yang

diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :
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Pelaksanaan pemberian gaji ini memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepaa BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :

Pemberian gaji yang-benar telah di-berikan pada.setiap PPPK hal ini

bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dan semangat karena

diarang untuk menahan gaji bagi setiap PPPK apabil telah jatuh tempo
pembayarannya. Telah ada Manajemen dan penyelenggaraan
pembayaran gaji terhadap PPPK yang di lakukan oleh pemerintah BKD

Pekanbaru

Dengan wawancara tersebut diketahui bahwa telah ada pemberian hak
pada PPPK herupa gaji yang sesuai aturan selain itu hasil wawancara yang
diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :

Pemberian gaji pada PPPK telah sesuai aturan yang ada dan di berikan

sesuai-waktunya dan di berikan sesuai jadwa seshingga tidak mendapat

keuhan dari setiap PPPK.dan Pemberian gaji pada setiap PPPK hal ini
bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dan semangat karena
dilarang untuk menahan gaji bagi setiap PPPK.

Pelaksanaan pemberian gajiv /ini ‘memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepaa BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan pemberian “gaji Ini memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepaa BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :

Gaji yang diberikan pada setiap PPPK bertujuan agar mereka bekerja

dengan baik dan diarang untuk menahan gaji PPPK apabil telah jatuh

tempo pembayarannya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari 2021

diketahui bahwa :
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Manajemen dan penyelenggaraan pembayaran gaji terhadap PPPK yang

di lakukan oleh BKD Pekanbaru telah di lakukan sesuai prosedur yang

tepat dan dilakukan secara sistematis dan teratur

Dengan wawancara tersebut diketahui bahwa telah ada pemberian hak
pada PPPK berupa gaji yang.sesuai aturan.-selain itu hasil wawancara yang
diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :

Pemberian gaji pada PPRK'telah sesual aturan yang ada dan di berikan

sesuail waktunya'dan-di berikan sesual jadwal seshingga tidak mendapat

keluhan dari setiap PPPK Pemberian gaji pada setiap PPPK hal ini

bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dan semangat karena

dilarang untuk menahan gaji bagi setiap PPPK.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa pemberian gaji pada PPPK

sesuai dengan aturan yang ada yang mana gaji sudah diatur dengan

baik.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi_Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa gaji PPPK dibayaram sesuai

dengan jadwal

Maka dengan demikian-dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa gaji PPPK tidak pernah

terambat untuk dibayarkan hal ini tentu bertentangan dengan aturan

yang ada.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala

Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021
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Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 pemberian gaji pada PPPK sesuai dengan

aturan yaitu seberapa besarnya.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17Januarr 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa gaji PPPK dibayaram sesuai

dengan jadwal dan tepat waktu

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 bahwa gaji PPPK tidak pernah terlambat untuk

dibayarkan.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 jpemberian gaji PPPK sesuai dengan aturan

yang ada yang mana gaji sudah diatur dengan aturan yang ada.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa gaji PPPK dibayaram sesuai

dengan jadwal yang tepat

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa gaji PPPK tidak pernah
terambat untuk dibayarkan
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Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 pemberian gaji.pada PPPK sesuai dengan

aturan yaitu seberapabesarnya bagi-setiap PPPK.

Selanjutnya dapat dilihat disini tangggapan dari hasil wawancara dengan
kepala seksi umum BKD yaitu.sebagai berikut

Dari hasil wawancara dengan Kepala seski umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui bahwa pemberian gaji pada PPPK cukup baik

karena ada aturan yang mengatur sehingga cukup baik.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui.bahwa gaji-PPPK- dibayaram sesuai dengan

jadwal dan tepat waktu

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 bahwa gaji PPPK tidak. pernah terlambat untuk

dibayarkan. Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD

pada tanggal 18 Januari 2021 pemberian gaji PPPK sesuai dengan

aturan yang ada yang mana gaji sudah diatur dengan aturan yang ada.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui bahwa gaji PPPK dibayaram sesuai dengan

jadwal yang tepat

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada

PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..
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Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 diketahui bahwa gaji PPPK tidak pernah terambat untuk
dibayarkan Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD
pada tanggal 18 Januari 2021 pemberian gaji pada PPPK sesuai dengan
aturan yaitu seberapa besarnya bagi setiap PPPK.

kepala se

a tanggal 18
cukup baik
. Dari hasil

Cuti yang di maksud disini yaitu pemberian istirahat sementara pada PPPK
pada kondisi tertentu seperti hami, seteah meahirkan dan sakit sedangkan dari
tanggapan responden, tentang cuti ini, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel V.3 Distribusi penilaian terhadap jawaban responden tentang cuti terhadap
Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru

: Kategori penilaian
Sub Indikator
No . Cukup |Kuran Jumlah
( ItemPertanyaan ) Baik Baik P Baik g
1 Diberikan setiap akhir tahun | 12 13 10 35(100%)
(38%) (43%) | (19%)
2 Diberikan pada pegawai | 15 15 5 35(100%)
yang membutuhkan (28%) (19%) | (29%)
Jumlah Pl 28 15 70
Rata-rata 13 15 i 35
Persentase 34% 37% 30% | 100%
Skala Pengukuran 34% 67%
Kriteria Cukup Baik

Sumber, Data Lapangan 2021
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, cuti yang di berikan
setiap akhir tahun yang diterima PPPK, dapat dikatakan, baik adalah 12 orang
atau (38%) karena BKD telah mempunyai tata cara yang baik dalam memberikan
cuti pada PPPK dan yang menyatakan cukup-baik adalah 13 orang atau (33%)
dikarenakan masih terdapat PPPK yang kurang mendapat cuti.

Sedangkan yang menyatakan hal itu kurang baik adalah 10 orang atau
(36%), hal ini dikarenakan masih terlihat berbelit-belitnya urusan yang dilakukan
oleh BKD, hal ini terlihat dari preses pengurusan cuti PPPK sering berteete

Selanjutnya dari pertanyaan mengenai cuti yang di berikan pada
pegawai yang membutuhkan diketahui bahwa yang menyatakan baik ada
sebanyak 15 orang atau (28%) yang di sebabkan PPPK yang membutuhkan teah
menerima cuti oleh BKD seperti PPPK hamil dan sakit selanjutnya yang
menyatakan cukup baik ada sebanyak 15 responden atau (28%) yang disebabkan

pemberian cuti ini terkesan lambat diberikan karena syaratnya yang banyak seain
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itu yang menyatakan kurang baik ada sebanyak 5 orang atau (12%) yang
disebabkan ada PPPK yang belum pernah menerima cuti.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa jawaban responden tentang
cuti terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai-Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru dapat
dikategorikan cukup baik karena sesuai dengan teknik pengukuran yang di buat
maka terdaat sebesar 34% jawaban responden yang;menyatakan cukup baik.

Dari_hasil wawancara dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari

2021 diketahui bahwa telah ada Manajemen terhadap PPPK daam

pemberian cuti Diketahui bahwa pemberian cuti pada PPPK telah sesuai

aturan yang ada dan di berikan sesuai waktunya

Pelaksanaan pemberian gaji ini memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepaa BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :

Pemberian cuti yang benar telah di berikan pada setiap PPPK hal ini

bertujuan agar merekabekerja dengan.baik dan semangat karena cuti

hak PPPK dan Telah ada 'Manajemen terhadap PPPK yang berupa

pemberian cuti

Dengan wawancara tersebut diketahui bahwa telah ada pemberian hak
pada PPPK berupa gaji yang sesuai aturan selain ttu hasil wawancara yang
diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :

Pemberian cuti pada PPPK telah sesuai aturan yang ada dan di berikan

sesuai waktunya dan di berikan sesuai jadwa seshingga tidak mendapat

keuhan dari setiap PPPK

Pelaksanaan pemerian gaji ini memang diperuntukkan bagi setiap

pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil

wawancara dengan Kepaa BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :
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Pemberian cuti pada setiap PPPK hal ini bertujuan agar mereka bekerja
dengan baik dan semangat karena dilarang untuk menahan gaji bagi
setiap PPPK.

Pelaksanaan pemberian gaji ini memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan.sesual aturanwyang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepaa BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :

Cuti yang diberikan pada setiap-PPPK bertujuan agar mereka bekerja

dengan baik dan. diarang untuk menahan gaji PPPK apabil telah jatuh

tempo pembayarannya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari 2021
diketahui bahwa :

Manajemen dan penyelenggaraan cuti terhadap PPPK yang di lakukan

olen BKD Pekanbaru telah di lakukan sesuai prosedur yang tepat dan

dilakukan secara sistematis dan teratur

Dengan wawancara tersebut diketahui bahwa telah ada pemberian hak
pada PPPK berupa gaji yang sesuai aturan _selain itu hasil wawancara yang
diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :

Pemberian cuti pada PPPK telah sesuai aturan yang ada dan di berikan

sesuai waktunya dan di berikan sesuai jadwal seshingga tidak mendapat

keluhan dari setiap PPPK

Pelaksanaan pemberian. gaji*.int.memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepala BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa

Pemberian cuti pada setiap PPPK hal ini bertujuan agar mereka bekerja

dengan baik dan semangat karena dilarang untuk menahan cuti bagi

setiap PPPK.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi

Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021
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Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa pemberian cuti pada PPPK
sesuai dengan aturan yang ada yang mana cuti sudah diatur dengan
baik. Dam Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian
BKD pada tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa cuti PPPK
diberikan sesuai.dengan jadwal

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala ‘seksi. Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa cuti PPPK tidak pernah

terambat untuk diberikan

Selanjutnya dapat juga dithat disini hasi wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 pemberian cuti pada PPPK sesuai dengan

aturan yaitu seberapabesarnya.

Selanjutnya dapat juga dithat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanharu‘tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa cuti PPPK sesuai dengan

jadwal dan tepat waktu dan dari hasil wawancara dengan Kepala seksi

Kepegawaian BKD pada tanggal 17 Januari 2021 bahwa cuti PPPK

tidak pernah terlambat untuk dibayarkan.

Selanjutnya dapat juga dithat disini-hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 pemberian cuti PPPK sesuai dengan aturan

yang ada yang mana cuti sudah diatur dengan aturan yang ada.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi

Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021
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Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa cuti PPPK sesuai dengan

jadwal yang tepat

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai-dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa cuti PPPK tidak pernah

terambat untuk dibayarkan

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 pemberian cuti pada PPPK sesuai dengan

aturan yaitu seberapa besarnya bagi setiap PPPK.

Selanjutnya dapat dilihat disini tangggapan dari hasil wawancara dengan
kepala seksi umum BKD yaitu sebagai berikut

Dari hasil wawancara dengan Kepala seski umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui-bahwa pemberian cuti pada PPPK cukup baik

karena ada aturan yang mengatur sehingga cukup baik.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahut-bahwa cuti PPPK dibayaram sesuai dengan

jadwal dan tepat waktu

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 bahwa cuti PPPK tidak pernah terlambat untuk
dibayarkan.
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Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 pemberian cuti PPPK sesuai dengan aturan yang ada yang

mana gaji sudah diatur.dengan aturanyang ada.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Umum BKD Kota Pekanbaru.tanggal' 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui bahwa cuti PPPK dibayaram sesuai dengan

jadwal yang tepat

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui-bahwa cuti.PPPK tidak pernah terambat untuk

dibayarkan

Selanjutnya dapat~juga diihat disini_hasi wawancara dengan Kepala
Seksi Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 pemberian cuti pada PPPK sesual dengan aturan yaitu

seberapa besarnya bagi setiap PPPK.

Selanjutnya dapat dilihat disini tangggapan dari hasil wawancara dengan
kepala seksi umum BKD yaitu sebagai berikut

Dari hasil wawancara dengan Kepala seski umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui bahwa pemberian cuti pada PPPK cukup baik

karena ada aturan yang mengatur sehingga cukup baik.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi

Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021
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Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 diketahui bahwa cuti PPPK dibayaram sesuai dengan
jadwal dan tepat waktu

Dari hasil observasi yang penulis lakukan mengenai diketahui bahwa

Kurang Jumlah
Baik
1 Asuransi 13 10 35(100%)
(38%) (43%) | (19%)
2 Tunjangan 13 16 6 35(100%)
(28%) (19%) | (29%)
Jumlah 25 29 16 70
Rata-rata 12 16 8 35
Persentase 37% 52% 11% 100%
Skal Pengukuran 34% 67%
Kriteria Cukup Baik

Sumber, Data Lapangan 2021
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, asuransi yang
merupakan perlindungan bagi PPPK, dapat dikatakan, baik adalah 12 orang atau
(34%) karena BKD telah mempunyai tata cara yang baik dalam memberikan
pelayanan pada masyarakat dan.yang menyatakan cukup baik adalah 13 orang
atau (30%) dikarenakan masih terdapat pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan
oleh BKD dalam bekerja.

Sedangkan yang menyatakan hal itu kurang baik adalah 10 orang atau
(36%), hal ini dikarenakan masih terlihat berbelit-belitnya urusan yang dilakukan
oleh BKD, hal ini terlihat dari misalnya dalam mengurus pelayanan akta kelahiran
harus melalui. beberapa orang / meja baru dapat pelayanan akta kelahiran itu
sendiri,

Sedangkan dari indikator tunjangan-diketahui yang menyatakan baik
ada sebanyak 13 orang (28%) dan yang menyatakan cukup baik ada sebanyak 16
orang (29%) dan yang menyatakan kurang, baik-ada sebanyak 6 orang (16%)

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa jawaban responden sesuai
dengan penyebaran angket tentang perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian
Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian . Kerja (PPPK) Di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru dapat dikategorikan cukup baik karena
sesuai dengan teknik pengukuran yangdi buat maka terdaat sebesar 37% jawaban
responden yang menyatakan cukup baik.

Dari hasil wawancara dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari
2021 diketahui bahwa telah ada Manajemen terhadap PPPK
perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
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Dengan wawancara tersebut diketahui bahwa telah ada pemberian hak
pada PPPK berupa gaji yang sesuai aturan selain itu hasil wawancara yang
diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :

Diketahui® bahwa pemberian perlindungan terhadap Pelaksanaan

Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

telah sesuai aturan yang ada dan di berikan sesuai waktunya

Pelaksanaan pemberian: \gaji-ini: '/memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepaa BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :

perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)yang benar telah di

berikan pada setiap PPPK hal ini bertujuan agar mereka bekerja dengan

baik dan semangat karena cuti hak PPPK

Dari hasil wawancara.dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari 2021
diketahui bahwa :

Telah .ada Manajemen terhadap, "PPPK yang..berupa pemberian

perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dengan wawancara tersebut diketahui bahwa telah ada pemberian hak
pada PPPK berupa gaji yang sesual aturan._ selain itu hasil wawancara yang
diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :

perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada PPPK telah sesuai

aturan yang ada dan di berikan sesuai waktunya dan di berikan sesuai

jadwa seshingga tidak mendapat keuhan dari setiap PPPK

Pelaksanaan pemerian gaji ini memang diperuntukkan bagi setiap

pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil

wawancara dengan Kepala BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa
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perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada setiap PPPK hal ini
bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dan semangat karena
dilarang untuk menahan gaji bagi setiap PPPK.

Pelaksanaan pemberian gaji ini memang«diperuntukkan bagi setiap

pegawai dan.PPPK sehingga wajib di berikan sesual aturan yang-ada seperti hasil

wawancara dengan Kepaa BKD tanggal 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa

perlindungan _.sterhadap . Pelaksanaan’t/Pemberian  Hak Pegawai
Pemerintah. Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diberikan pada
setiap PPPK bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dan diarang
untuk menahan gaji PPPK apabil telah jatuh tempo pembayarannya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari 2021

diketahui bahwa :

Manajemen dan penyelenggaraan perlindungan terhadap Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai Pemerintah -Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
terhadap PPPK yang di lakukan oleh BKD Pekanbaru telah di lakukan
sesuai prosedur yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan teratur

Dengan wawancara tersebut diketahui-bahwa telah ada pemberian hak

pada PPPK berupa gaji yang sesuai aturan selain itu hasil wawancara yang

diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :

perlindungan “terhadap Pelaksanaan: Pemberian Hak Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada PPPK telah sesuai
aturan yang ada dan di"berikan sesuai waktunya dan di berikan sesuai
jadwal seshingga tidak mendapat keluhan dari setiap PPPK

Pelaksanaan pemberian gaji ini memang diperuntukkan bagi setiap

pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil

wawancara dengan Kepala BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa

perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada setiap PPPK hal ini
bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dan semangat karena
dilarang untuk menahan cuti bagi setiap PPPK.
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Selanjutnya dapat juga diihat disini hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa. perlindungan terhadap
Pelaksanaan Pemberian_Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) pada PPPK sesual dengan aturan yang ada yang mana
cuti sudah diatur dengan baik.

Selanjutnya dapat juga-diihat disini hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa perlindungan terhadap

Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK)diberikan sesuai dengan jadwal

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari_2021 diketahui, hahwa perlindungan terhadap

Pelaksanaan Pemberian: Hak, lPegawai Pemerintah.Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) tidak pernah terambat untuk diberikan

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian

Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada PPPK

sesuai dengan aturan yaitu seberapa besarnya.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa perlindungan terhadap

Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) PPPK sesuai dengan jadwal dan tepat waktu
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Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 Januari 2021 bahwa perlindungan terhadap Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai_Pemerintah-Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
tidak pernah terlambat untuk dibayarkan.

Selanjutnya dapat juga dithat disini hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD: Kota Pekanbaru tanggal‘17.Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 Januari 2021 perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian
Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai
dengan aturan yang ada yang mana cuti sudah diatur dengan aturan
yang ada.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari_2021 diketahui, hahwa perlindungan terhadap

Pelaksanaan Pemberian: Hak, lPegawai Pemerintah.Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) sesuai dengan jadwal yang tepat

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa perlindungan terhadap

Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK)tidak pernah terlambat untuk dibayarkan

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian

Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai
dengan aturan yaitu seberapa besarnya bagi setiap PPPK.
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Selanjutnya dapat dilihat disini tangggapan dari hasil wawancara dengan

kepala seksi umum BKD yaitu sebagai berikut

Dari hasil wawancara dengan Kepala seski umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 diketahui bahwa perlindungan terhadap Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai_Pemerintah-Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
cukup baik karena ada aturan yang mengatur sehingga cukup baik.

Selanjutnya dapat juga dithat disini hasil wawancara dengan Kepala

Seksi Umum BKD Kota-Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 diketahui bahwa perlindungan terhadap Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
dibayaram sesuai dengan jadwal dan tepat waktu

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada

PPPK wajib diberikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 bahwa perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian
Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak
pernah terlambat untuk dibayarkan.

Selanjutnya dapat juga dithat disini hasil wawancara dengan Kepala

Seksi Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawaneara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 perlindungan' terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak
Pegawai Pemerintan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)sesuai dengan
aturan yang ada yang mana gaji sudah diatur dengan aturan yang ada.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasil wawancara dengan Kepala

Seksi Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 diketahui bahwa cuti PPPK dibayaram sesuai dengan
jadwal yang tepat
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Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui bahwa perlindungan terhadap Pelaksanaan

Pemberian ~Hak Pegawai Pemerintah. Dengan. Perjanjian Kerja

(PPPK)tidak pernah terambat untuk dibayarkan

Selanjutnya dapat juga dithat disini hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Umum BKD Kota-Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 pemberian perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian

Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai

dengan aturan yaitu seberapa besarnya bagi setiap PPPK.

Selanjutnya dapat dilihat disini tangggapan dari hasil wawancara dengan
kepala seksi umum BKD yaitu sebagai berikut

Dari hasil wawancara dengan Kepala seski umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui bahwa perlindungan terhadap Pelaksanaan

Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

pada PPPK cukup baik karena. ada“aturan yang.mengatur sehingga

cukup baik.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahut bahwa perlindungan terhadap Pelaksanaan

Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

sesuai dengan jadwal dan tepat waktu

Dari hasil observasi yang penulis lakukan mengenai diketahui bahwa

telah ada PPPK yang memeproleh perlindungan terutama bagi PPPK yaitu berupa

BPJS dan asuransi kesehatan.
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Maka dengan demikian dapat penulis katakan atau tarik suatu
kesimpulan disini bahwa perlindungan yang di terima PPPK dalam hal in haknya

telah terpenuhi dengan cukup baik.

jan.

TheanYhy,
PPPK me gai. peiid %EIA'%WO
instnsi terkaitlainnya yang : ot

Sedang anggana pastian dalam
pemberian
pada tabel
Tabel V.5 Dis enilaian  terhadap  jaws sponden  tentang

aan Pemberian Hak
(PPPK) Di Badan

No Jumlah
1 35(100%)
2 35(100%)
Jumlah 70
Rata-rata 12 8 35
Persentase 52% 37% 11% 100%
Skala Pengukuran 68% 100%
Kriteria Baik

Sumber, Data Lapangan 2021
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, kesederhanaan dalam
menjalankan birokrasi pelayanan perlindungan, dapat dikatakan, baik adalah 15

orang atau (52%) karena BKD telah mempunyai tata cara yang baik dalam
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memberikan pengembangan kompetensi pada PPPK dan yang menyatakan cukup
baik adalah 12 orang atau (37%) dikarenakan masih terdapat PPPK yang belum
pernah mengikuti pelatinan dan pendidikan yang di lakukan.

Sedangkan yang menyatakan hal.itu kurang baik adalah 8 orang atau
(11%), hal ini dikarenakan masih terlihat pengembangan kompetensi PPPK beum
merata pada semua PPPK

Berikutnya. mengenai pendidikan yang di berikan pada PPPK yang
menyatakan baik ada sebanyak 15 orang (52%) dan cukup baik ada 12 (37%) dan
cukup baik adasebanyak 8 orang (13 %)

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa jawaban responden
dari penyebaran angket tentang pengembangan kompetensi terhadap Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru dapat dikategorikan baik karena sesuali
dengan teknik ‘pengukuranyang di buat maka terdapat sebesar 52% jawaban
responden yang menyatakan baik.

Dari hasil wawancara dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari
2021 diketahui bahwa telah. ada Manajemen terhadap PPPK
pengembangan kompetensi terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dengan wawancara tersebut diketahui bahwa telah ada pemberian hak
pada PPPK berupa gaji yang sesuai aturan selain itu hasil wawancara yang
diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :

Diketahui bahwa pengembangan kompetensi terhadap Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK)ada di berikan pengembangan kompetensi terhadap
Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK)yang benar telah di berikan pada setiap PPPK hal ini
bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dan semangat karena cuti
hak PPPK
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Dari hasil wawancara dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari 2021
diketahui bahwa :

Telah ada pengembangan kompetensi terhadap Pelaksanaan Pemberian
Hak Pegawais. Pemerintan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
pengembangan kompetensi terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak
Pegawal Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada PPPK
telah sesuai aturan yang ada dan di berikan sesuai waktunya dan di
berikan sesuai jadwa seshingga tidak mendapat keuhan dari setiap
PPPK

Pelaksanaan pemerian gaji ini memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepaa BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :

pengembangan kompetensi  terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada setiap

PPPK-hal ini bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dan semangat

karena dilarang untuk-menahan gaji bagi setiap PPPK.

Pelaksanaan pemberian gaji ini memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib diberikan sesuai aturan yang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepaa BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :

pengembangan kompetensi - terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diberikan

pada setiap PPPK bertujuan agar. mereka bekerja dengan baik dan

diarang untuk menahan gaji ‘\PPPK  apabial telah jatuh tempo
pembayarannya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala BKD pada tanggal 15 Januari 2021
diketahui bahwa :

Manajemen dan pengembangan kompetensi terhadap Pelaksanaan

Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

terhadap PPPK yang di lakukan oleh BKD Pekanbaru telah di lakukan
sesuai prosedur yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan teratur
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Dengan wawancara tersebut diketahui bahwa telah ada pemberian hak
pada PPPK berupa gaji yang sesuai aturan selain itu hasil wawancara yang
diakukan juga dengan kepala BKD tanggal 15 Januari 2021 diketahui :

pengembangan kompetensi terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak
Pegawal Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada PPPK
telah sesuai aturan yang ada dan di berikan sesuai waktunya dan di
berikan sesuai jadwal seshingga tidak mendapat keluhan dari setiap
PPPK

Pelaksanaan pemberian gaji ini memang diperuntukkan bagi setiap
pegawai dan PPPK sehingga wajib di berikan sesuai aturan yang ada seperti hasil
wawancara dengan Kepala BKD tangga 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa

pengembangan kompetensi  terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada setiap
PPPK-hal ini bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dan semangat
karena dilarang untuk-menahan cuti bagi setiap PPPK.

Selanjutnya dapat juga dithat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanharu‘tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi
terhadap "Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawail Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) pada PPPK sesuai dengan aturan yang ada
yang mana cuti sudah diatur dengan baik.

Selanjutnya dapat juga dithat disini-hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi
terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)diberikan sesuai dengan jadwal Dari hasil
wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada tanggal 17
Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi terhadap
Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) tidak pernah terambat untuk diberikan
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Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 _Januari 2021 pengembangan. kompetensi  terhadap
Pelaksanaan Pemberian_Hak Pegawai Pemerintah. Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK)pada PPPK' sesuai. dengan aturan .yaitu seberapa
besarnya.

Selanjutnya dapat juga.diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi
terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) PPPK sesual dengan jadwal dan tepat waktu

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 Januari,2021 bahwa pengembangan kempetensi terhadap
Pelaksanaan Pemberian: Hak, lPegawai Pemerintah.Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK)tidak pernah terlambat untuk dibayarkan.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada
tanggal 17 Januari 2021 perlindungan terhadap Pelaksanaan Pemberian
Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai
dengan aturan yang ada yang mana cuti sudah diatur dengan aturan
yang ada.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi

terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan jadwal yang tepat
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Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada
PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksinKepegawaian BKD pada
tanggal .17 Januari 2021 diketahui-bahwa pengembangan kompetensi
terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)

Selanjutnya dapat juga: diihat 'disini,hasi wawancara dengan Kepala
Seksi Kepegawaian BKD Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kepegawaian BKD pada

tanggal 17 Januari 2021 pengembangan kompetensi  terhadap

Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK)sesuai dengan aturan yaitu seberapa besarnya bagi setiap

PPPK.

Selanjutnya dapat dilihat disini tangggapan dari hasil wawancara dengan
kepala seksi umum BKD yaitu sebagai berikut

Dari hasil wawancara dengan Kepala seski umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahut: bahwapengembangan kompetensi terhadap

Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) cukup baik karena ada aturan yang mengatur sehingga

cukup baik.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi terhadap

Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK)dibayaram sesuai dengan jadwal dan tepat waktu

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada

PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 bahwa pengembangan kompetensi terhadap Pelaksanaan
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Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
terus di berikan

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi

Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 pengembangan kompetensi terhadap Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK)wajib diberikan

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi

Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi terhadap
Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) sesuai dengan jadwal yang tepat

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian gaji pada

PPPK wajib di berikan setiap bulannya sesuai dengan waktunya..

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi terhadap
Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) tepat sasaran

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi. wawancara dengan Kepala

Seksi Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal .18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 pengembangan kompetensi  terhadap Pelaksanaan
Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
di berikan sama rata adanya

Selanjutnya dapat dilihat disini tangggapan dari hasil wawancara dengan

kepala seksi umum BKD yaitu sebagai berikut

Dari hasil wawancara dengan Kepala seski umum BKD pada tanggal 18
Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi terhadap
Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
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Kerja (PPPK) cukup baik karena ada aturan yang mengatur sehingga
cukup baik.

Selanjutnya dapat juga diihat disini hasi wawancara dengan Kepala Seksi
Umum BKD Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2021

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Umum BKD pada tanggal 18

Januari 2021 diketahui bahwa pengembangan kompetensi. terhadap

Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) sesual dengan jadwal dan tepat waktu

Dari hasil observasi yang penulis lakukan mengenai diketahui bahwa
telah ada PPPK yang memeproleh pengembangan kompetensi seperti pelaksanaan
diklat dan pelatihan lainnya.

Maka dengan demikian dapat penulis katakan atau tarik suatu
kesimpulan disini bahwa pengembangan kompetensi yang di terima PPPK dalam
hal in haknya telah terpenuhi dengan cukup baik.

Dari empat (4) indikater, tersebut maka kirnaya dapat-dilihat rekapitulasi
tanggapan responden yaitu :

Selain itu dapat juga disini mengenai rekapitulasi dari tanggapan masyarakat.
Tabel V.6 Rekapitulasi. Tanggapan responden tentang Pelaksanaan Pemberian

Hak Pegawal Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.

. Kategori Jawaban
No Indikator Baik | Cukup baik | Kurang baik | umian
1| Gaji 14 (34%) [22(30%) 2(36%) 35 (100%)
2 |Cuti 15(32%) 16(47%) 7(21%) 35 (100%)
3 | Perlindungan 7(13%) 26(49%) 5(38%) 35 (100%)
4 | Pengembangan 12(23%) 30(56%) 6(21%) 35 (100%)
Kompetensi
Jumlah 48 94 20 140
Rata-rata 12 18 5 35
Persentase 36% 49% 15% 100%
Skala pengukuran 34% 67%
Kriteria Cukup Baik

Sumber, Data Lapangan 2021.
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pemberian Hak
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian
Daerah Kota Pekanbaruradalah dengan rata-rata baik«12 orang atau (36%), cukup
baik 18 orang atau.(49%) dan kurang baik 5 orang atau (15%) jadi dengan
demikian Kkinerja pelayanan administratur BKD dapat dikategorikan cukup baik,
sesuai dengan teknik pengukuran yang ada maka 86% berada pada interval antara
34% - 67% dengan kategori Cukup Baik

Pengangkatan pegawai di pemerintahan diatur dalam UndangUndang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan pengganti dari
UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang . Pokok-Pokok.Kepegawaian. Yang dimaksud
dengan Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Aparatur
Sipil Negara (selanjutnya akan disebutisebagai UU ASN dalam penulisan ini)
merupakan sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 1 angka 4 yang disebut pegawai pemerintah dengan perjanjian Kkerja
(selanjutnya akan disebut sebagai PPPK dalam penulisan ini) yaitu warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan mengenai berbagai hak

dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu sendiri, misalnya
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mengenai penggajian dan tunjangan, pemberian kesempatan untuk pengembangan

kompetensi, pemberian penghargaan dan perlindungan bagi Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aparatur Sipil
Negara be bagi pegawai
pemerintah, erintah dengan
Perjanjian aparatur sipil
negara berda sejalan dengan

tata kelola pe

dalam KUH Perdata. Namun didalam perjanjian kerja yang berdasar pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih
banyak ketidak jelasan atas status hukum dari salah satu pihak yakni orang yang
berstatus sebagai pegawai kontrak. Oleh karena itu, maka penulis dalam tulisan

ini mencoba menganalisis status hukum dari pegawai pemerintah yang
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mengadakan perjanjian kerja di tinjau dari perjanjian buku 3 KUH Perdata dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Untuk pembuatan perjanjian ini ada syarat-syarat sah dari perjanjian. Dengan

Undang-Undang telah melarang membuat perjanjianperjanjian tertentu.
Suatu hal tertentu Untuk mengetahui apa yang, perlu kita lihat
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang
mengatakan bahwa: 3Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu

barang yang paling Maksudnya adalah bahwa objek perjanjian harus



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

79

tentu sekalipun masing-masing objek tidak harus secara individual

tertentu.

. Suatu sebab yang halal Perjanjian tanpa sebap yang halal akan

kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak boleh
bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. 3. Kontrak
harus dilakukan berdasarkan kepatutan, artinya perjanjian yang telah
disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan

ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-

hak masyarakat.
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f. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak
yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan

yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam

erlaku sebagai

kecuali adanya

ng dibenarkan

dari segi bentuk maupun muatan, selama tidak melanggar ketentuan
perundangundangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat (Pasal
1337 KUH Perdata). Setelah perjanjian timbul dan mengikat para pihak,
hal yang menjadi perhatian selanjutnya adalah tentang pelaksanaan

perjanjian itu sendiri.
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Selama ini kerap timbul permasalahan, bagaimana jika salah satu pihak tidak
melaksanakan ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian dan apa yang
seharusnya dilakukan jika hal tersebut terjadi? Menurut KUH Perdata, bila salah
satu pihak tidak.menjalankan;. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang
tertuang dalam perjanjian ataupun telah memenuhi kewajibannya namun tidak
sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai
wanprestasi. Perjanjian kerja itu sama halnya dengan kontrak, dimana ada hal-hal
yang harus disepakati dan harus ditaati terkait dengan perjanjian tersebut,
misalnya kedudukannya hanya sementara dan akan diperpanjang sesuai dengan
peraturan, hanya saja sudah ada jaminan hukum yang mengaturnya. Misalnya
perjanjian kerjannya ada jangka waktu yang telah ditentukan.

Tetapi bhisa diperpanjang kembali tergantung poin-poin dalam perjanjian
tersebut dan dalam SK tersebut ada aturan yang tidak boleh dilanggar, kalau
dilanggar akan dikenakan sanksi: a. Teguran tertulis; atau b. Peringatan; atauc.
Pernyataan tidak puas; atau d. Pemberhentian sebagai PPPK.

Berlakunya Perjanjian Menurut asas hukum perjanjian, berlakunya suatu
perjanjian adalah bagi para pihak “yang.membuatnya. Hal tersebut dapat
disimpulkan dari Pasal 1340 KUH Perdata. Sehingga pihak ketiga tidak bisa
mendapatkan keuntungan atau manfaat dari adanya perjanjian tersebut dan
sebaliknya. Maka, berlakunya perjanjian menurut KUH Perdata adalah bahwa (1)
perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian, (2) perjanjian
berlaku bagi para ahli waris dan mereka yang memperoleh hak, dan (3) perjanjian

berlaku bagi pihak ketiga.
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4. Berakhirnya Perjanjian Berakhirnya suatu perjanjian terkait dengan hal-hal
berlakunya perjanjian, antara lain berlaku bagi para pihak, para ahli waris dan
mereka yang memperoleh hak, dan bagi pihak ketiga. Ada beberapa jenis
perjanjian dimana dalam  perjanjiannya melekat sedemikian eratnya pada sifat-
sifat dan kecakapan yang bersifat sangat pribadi (melekat pada diri/persoon salah
satu pihak) seperti pada perjanjian kerja (perjanjian perburuhan), maka perjanjian
jenis ini berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Perjanjian jenis lainnya
yang tidak berakhir dengan kematian salah satu atau kedua belah pihak. Jadi
perjanjian berakhir apabila segala janji-janji (prestasi) telah dipenuhi oleh para
pihak maupun pihak lain yang berkepentingan. Artinya, saat itu juga perikatan
hukum diantara mereka telah putus/berakhir. Perjanjian jenis ini tidak hanya
dipengaruhi oleh para pihak saja tetapi juga dipengaruhi ada tidaknya ahli waris,
mereka yang memperoleh hak, atau pihak ketiga.

Jadi Perjanjian kerja ini berakhir apabila: a. Selesai masa perjanjian kerja
yang telah disepakati; b. Meninggal dunia; c. Diberhentiakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Kedududkan Pegawai Pemerintah. dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah
sebagai unsur aparatur negara (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara). Sebagai unsur aparatur sipil negara maka Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mesti melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh

intervensi dari semua golongan dan partai politik.
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Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mempunyai hak-
hak sebagai berikut (Pasal 22): a. Gaji dan tunjangan Memberikan penggajian dan
tunjangan dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan gaji yang adil dan
layak (Pasal 101 .Ayat 1). Gaji-yang diberikan-pemerintah diberikan berdasarkan
beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko

Di dalam Undang-Undang <Nomaor 5 /'Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai tunjangan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun pada Pasal 101 Ayat (4) dijelaskan
bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima tunjangan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan. b. Cuti ¢. Perlindungan Perlindungan
yang diberikan-pemerintah terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) adalah (Pasal 92 Ayat 1 UU ASN): 1. Jaminan kesehatan; 2. Jaminan
kecelakaan Kkerja; 3. Jaminan_kematian; 4. Bantuan hukum:"d. Pengembangan
kompetensi Pengembangan kompetensi terhadap Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) diadakan setiap tahun oleh instansi pemerintah.
Pengembangan kompetensi merupakan salah satu.dasar unruk perjanjian kerja
selanjutnya (Pasal 102 Ayat 1,2 dan3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara). Pemutusan hubungan perjanjian kerja dapat
dilakukan oleh instansi pemerintah yang dikarenakan: 1. Jangka waktu perjanjian
kerja berakhir 2. Meninggal dunia 3. Atas permintaan sendiri 4. Perampingan
organisasi 5. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PPPK 6. Melakukan tindak pidana 7.

Pelanggaran disiplin berat PPPK. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai
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Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan diatur dalam Peraturan Pemerintah
seperti syarat menjadi PPPK, Metode Seleksi PPPK, Besaran Gaji dan Tunjangan
PPPK, serta hal-hal terkait Pegawai PPPK. Dalam memberikan penggajian dan
tunjangan dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan gaji yang adil dan
layak (Pasal 101 Ayat 1). Gaji yang diberikan pemerintah diberikan berdasarkan
beban kerja, tanggung jawab jabatan,-dan resiko pekerjaan. Di dalam Undang-
Undang Aparatur Sipil” Negara ini dijelaskan secara rinci mengenai tunjangan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun pada Pasal 101
Ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Pegawal
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima tunjangan sesuai peraturan
perundang-undangan. 7. Proses Pengadaan 'Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Setiap
warga negara ‘Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan. Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan Kkegiatan untuk
memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah.. Adapun proses pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah melalui tahapan
perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil
seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). (Pasal 96 Ayat 2). Apabila PPPK telah lulus seleksi, maka pengangkatan
calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditetapkan dengan
Keputusan Pejabat Pembina Ke pegawaian. Masa perjanjian kerja Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah paling singkat 1 (satu) tahun
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dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian Kkerja.
Penilaian kerja dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dan dilakukan secara
obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Penilaian kerja Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian. Kerja (PPPK)-didelegasikan secara berjenjang
kepada atasan langsung dari PPPK dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan
kerja setingkat dan bawahannya: Hasil penilaian kerja disampaikan kepada tim
penilai kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah
memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
kerja melalui pemberian hak-hak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK).“Hak-hak tersebut yakni pemberian gaji dan tunjangan, cuti,
perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perlindungan yang diterima oleh
Pegawai Pemerintah dengan_Perjanjian Kerja (PPPK) mencakup pemberian
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan
hukum.

Namun dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun.2014 tentang Aparatur Sipil
Negara terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang pertama yakni dalam
pemberian perlindungan yang berupa jaminan-jaminan masih bersifat represif
belum bersifatpencegahan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) terhindar dari kecelakaan kerja. Kelemahan kedua berkaitan dengan
perjanjian kerja yang merupakan dasar dari hubungan hukum antara Pemerintah
dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama sekali tidak

diatur dalam UU ASN.
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Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah
sebagai unsur aparatur negara (Pasal 8 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara).
Sebagai unsur aparatur negara maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) mesti melaksanakan kebijakan yang.ditetapkan oleh pimpinan instansi
pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan
partai politik. Pegawai Pemerintah -dengan , Perjanjian Kerja (PPPK) juga
mempunyai hak-hak sebagai berikut yaitu: gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan,
dan pengembangan kompetensi.

Bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan
yang pertama yakni dalam pemberian perlindungan yang berupa jaminan-jaminan
masih bersifat represif, belum bersifat pencegahan agar Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Keja (PPPK) terhindar dari kecelakaan kerja. Kelemahan yang
kedua berkaitan dengan perjanjian kerja yang merupakan dasar dari hubungan
hukum antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama sekali
tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Dengan demikian diketahui bahwa dari hasil kedua rekapitulasi tanggapan
responden tersebut diketahui Pelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota
PekanbaruPekanbaru.dikatakan baik sebanyak 34 orang atau 43 %, cukup baik
sebanyak 28 orang atau 35% dan kurang baik sebanyak 13 orang atau 17%.
sesuai dengan teknik pengukuran yang ada maka 43% berada pada interval antara

34% - 66% dengan kategori cukup Baik
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C. HambatanPelaksanaan Pemberian Hak Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota

Pekanbaru

Dari analise celah dilakukan diata ahui bahwa Pelaksanaan
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

gan Perjanjian

paru dilihat disini

. Sebaiknya pihak BKD memberikan kejelasan pada PPPK mengenai aturan

yang ada mengenai pemberian gaji serta cuti dan juga perlindungan dalam

bekerja.

. Sebaiknya BKD dapat menyamaratakan dalampemberian dan pengembangan

kompetensi bagi setiap PPPK sehingga tidak menimbulkan kecemburuan

sosial diantara PPPK

88



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Dharma Surya, Manajemen Kinerja Filsafat Teori dan Penerapannya, Penerbit
Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.

Sufian, 199

Suharsimi 1998, Pene uatu penc akarta Rineka
Cipta e

Sedarmaya je he ta, Mandar Maju
Siagian S.P. Ad asi Pembe : ung . ‘ 2011.

Siagian S.P, aje Si 3umi Aksara, Jakarta,

‘% R Press, Pekanbaru, 2010.

Suhendra K, Manajeme Q Q -‘ d .“' U, Bandung, 2011.

A S
Soekanto, soerjono, Sosiologi ar, Raja Grafindo.2001

Suharsimi Arikunto,1998,Penelitian suatu pendekatan praktek Jakarta Rineka
Cipta,

Syaukani Johan, 2005,Sistem Pemerintahan Indonesia,Jakarta,Rineka Cipta

Sarundajang,2005, Prospek Otonomidaerah di Negara RI, Jakarta Rajagrafindo
Persada.

Soeharto,1997, Pemberdayaan dan pemerintahan,Jakarta Ghalia Indonesia

89



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

90

Tohardi, Organisasi dan Kepemimpinan, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2013

Permendagri Nomor 38 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan Pendidikan
dan pelatihan dasar

Simanjuntak, Payame Manajemen dan Evaluasi. Kerja.Jakarta Lembaga
Penerbit E



http://www.asncpns.com/2014/06/prosedur-persyaratan-gaji-tunjangan-dan.html
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2158-pppk-bukan-honorer-baju-baru

